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Pada hari ini Rabu tanggat tujuh betas butan Aprit tahun dua ribu dua putuh empat
(L7-04-2024) bertempat di Jakarta, antara:

l. PT ASABRI (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Repubtik lndonesia, yang berkedudukan di Jatan Mayjen Sutoyo Nomor 1l-
Jakarta Timur, dalam hat diwakiti oteh Sri Ainin Muktirizka jabatan Direktur SDM dan
Hukum setaku Pejabat Penyelenggara Pengadaan berdasarkan Peraturan Direksi PT
ASABRI (Persero) Nomor PER-08/P1.01/HK.01.0zlUTM.LlVl12023 tanggat 23 Juni 2023
tentang Pengadaan Barang dan Jasa PTASABRI (Persero), yang Anggaran Dasarnya tetah
diubah seturuhnya sebagaimana dimuat datam akta tanggatdua putuh tujuh Agustus dua
ribu detapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat di hadapan Muhani Satim, SH.,
M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang setanjutnya tetah diadakan beberapa kati
perubahan, terakhir dengan akta tanggal [ima betas Juti dua ribu dua putuh satu (L5-07-
2021) Nomor 10, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisat, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Setatan, di mana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas
tersebut termuat datam akta tanggattujuh Februari dua ribu dua putuh dua (07-02 -2022)
Nomor 5, jo. akta tanggaI dua putuh enam Juti dua ribu dua putuh dua (26-A7-2022)
Nomor 62, keduanya dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Timur, dan oteh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk
setanjutnya disebut Pihak Kesatu.

ll. KAP Hetiantono dan Rekan datam hat ini diwakiti oteh Hetiantono, datam jabatannya
selaku Pimpinan, sebuah Persekutuan berfokus di bidang Aktivitas Konsuttansi
Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsuttansi Pajak, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan
Pemeriksaan, Aktivitas Konsultansi Manajemen lndustri, dan Aktivitas Penunjang Jasa
Keuangan Lainnya Ytdt berkedudukan di Gedung Aminta Ptaza Lantai 7, Jatan TB
Simatupang Kaveling 10, DKI Jakarta - 12310, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan
hukum Repubtik lndonesia dengan Anggaran Dasarnya dimuat datam akta notaris Nomor
L3 tanggat t6-04-2A0J- yang dibuat dihadapan Raharjono, Sarjana Hukum, Notaris di
Kotamadya Depok yang selanjutnya diadakan perubahan akta terakhir dengan Nomor Ol-
tanggat 7L-0I-2024 yang dibuat dihadapan Rizka Noviarni, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, untuk setanjutnya disebut Pihak Kedua.

Setanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara terpisah disebut Pihak dan secara bersama-
sama disebut Para Pihak.

Para Pihak, tertebih dahutu menerangkan hat-hal sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu adatah Badan Usaha Mitik Negara yang menyetenggarakan Program
Asuransi SosiaI Prajurit Tentara NasionaI lndonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepotisian
Negara Repubtik lndonesia (Anggota Potri), Pegawai Aparatur Sipit Negara (Pegawai ASN)
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di [ingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2015 tanggat 28 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggat 30 September 2020;

b. Bahwa Pihak Kedua adatah suatu perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang
Aktivitas Konsuttansi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsuttansi Pajak, Aktivitas Akuntansi,
Pembukuan dan Pemeriksaan, Aktivitas Konsultansi Manajemen lndustri. dan Aktivitas
Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YtdL;

c. Bahwa Pihak Kesatu tetah mengundang Pihak Kedua melatui e-mai[ dan webslte (sistem
e-procurement) datam rangka Proses Pengadaan Penunjukan Langsung dengan Beauty
Contest untuk Pekerjaan Jasa Konsuttan lnternal Control over Financial Reporting
(lCoFR), dengan Nomor Pengadaan C4F DB3153778C5 Fl tanggat LB Maret 2024:

d. Bahwa Pihak Kedua mengajukan penawaran Pekerjaan Jasa Konsuttan lnternal Control
over Financial Reportlng (lCoFR) sebagaimana termuat dalam Proposal Penawaran Pihak
Kedua Nomor 023-0l/2.04591KAP-OLl1zllll2O24 tanggat 19 Maret 2024 perihaL Jasa
Penerapan Prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedures) terhadap Evatuasi atas
Pengendatian Interna datam proses pembuatan Laporan Keuangan (lCoFR) PT ASABRI
(Persero);

e. Bahwa Pihak Kedua setuju untuk metaksanakan Peker.jaan Jasa Konsuttan lnternal Control
over Financial Reportlng (lCoFR) setetah mengadakan ktarifikasi dan negosiasi penawaran
sebagaimana termuat datam Berita Acara Ktarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor
BA-4OIlllI2O24 tanggat 22 Maret 2024:

f. Bahwa Pihak Kesatu tetah menetapkan Pihak Kedua sebagai Pemenang, berdasarkan
Keputusan Pejabat Penyetenggara Pengadaan Pihak Kesatu Nomor KEP-B/SDMllV 12024
tanggaL 16 April2024 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Jasa Konsuttan /nternal
Control over Financial Reporting (lCoFR):

g. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memitiki kewenangan untuk menandatangani
Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakiLi.

Berdasarkan hal-haI tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan
menandatangani Surat Perjanlian Pekerjaan Jasa KonsuLtan lnternal Control over Financial
Reporting (lCoFR) yang selanjutnya disebut Perjanlian, dengan ketentuan- ketentua n dan
syarat- sya rat sebagai berikut:

Pasat 1

Objek Perjanjian

Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua untuk metaksanakan Pekerjaan Jasa Konsuttan /nternal
Control over Financial Reporting (lCoFR), dan Pihak Kedua menerima penunjukkan dari Pihak
Kesatu u ntu k meta ksa naka n Pekerjaan Jasa Konsutta n lnternal Control over Financial Reporting
(lCoFR).

Pasal 2
Ruang Lingkup dan Keluaran Pekerjaan

(1) Ruang Lingkup pekerjaan:
Ruang lingkup terkait kebutuhan pengadaan Konsultan Pendamping datam rangka
lmplementasi ICoFR ditakukan datam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I terkait Evatuasi Struktur Korporasi BUMN. Rincian prosedur yang ditakukan
adalah sebagai berikut:

1. ldentifikasi Anak Perusahaan BUMN atau investasi modat yang memenuhi
kriteria berikut:
a) Terkonsotidasi secara penuh pada BUMN target Diagnostik;



3

b

b) Terkonsotidasi secara proporsionat pada BUMN target Diagnostik
da n/atau;

c) Memitiki niLai investasi sama dengan atau tebih besar daripada !0% dari
modaL BUMN target Diagnostik yang dicatat dengan metode
pencatatan Equity Method.

2. Mendoku mentasika n informasi keuangan kunci per 31 Desember 2022 dan
2023 atas Anak Perusahaan dan lnduk BUMN secara stand-aloneyang sudah
teridentifikasi datam angka 1di atas termasuk informasi:
a) Opini audit atas taporan keuangan beserta poin-poin penekanan yang

di sajika n;
b) lnformasi neraca termasuk ukuran aset, utang dagang, utang

penda naan, dan modat;
c) Informasi taba rugi termasuk pendapatan, [aba operasionat dan laba

bersih;
d) lnformasi arus kas neraca termasuk arus kas dan operasi, arus kas dari

investasi dan arus kas pendanaan; dan
e) lnformasi nama dan penjetasan 10-besarakun neraca, [aba rugidan arus

kas.

3. Membaca anggaran dasar Anak Perusahaan BUMN yang terkonsotadasi penuh
dan menyimputkan hat-haI sebagai berikut:
a) Bidang usaha yang tercantum daLam anggaran dasar;
b) Susunan pemegang saham dan proporsi pemitikan masing-masing

pemegang saham;
c) Susunan Dewan Komisaris dan Komite yang terbentuk datam Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas;
d) Batas wewenang Dewan Komisaris dan Direksi (otorisasi berdasarkan

lenjang kewenangan): dan
e) Hat tain yang dapat mempengaruhi pertakuan akuntansi yang material

yang dapat mempengaruhi risiko satah saji taporan konsotidasi BUMN
ta rget Diagnostik.

4. Melakukan wawancara dengan Dewan Komisaris, Direktur Keuangan dan
Ketua SPI Anak Perusahaan yang terkonsotidasi secara penuh dan
menyimputkan hat- haI sebagai berikut:
a. Kelengkapan Organ Pengelota Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri

BUMN No Per -21 MBU 10312023;
b. Kapasitas daripada Organ Pengeto[a Risiko yang secara [angsung

terlibat datam proses penyiapan [aporan keuangan Anak Perusahaan
BUMN;

c. Proses pemiLihan auditor dan proses diskusi dengan auditor masing-
masing Anak Perusahaan; dan

d. Proses petaporan keuangan dan integrasi petaporan keuangan dengan
BUMN lnduk termasuk anatisa proses utama dan teknotogi informasi
utama yang digunakan.

Tahap ll terkait Pemahaman Laporan Keuangan BUMN. Rincian prosedur yang
d itaku kan adatah sebagai berikutl

1. Melakukan analisa akun-akun utama dalam [aporan keuangan konsotidasi
BUMN untuk menentukan akun-akun signifikan beserta asersi signifikan pada
masing-masing akun.

2. Berdasarkan wawancara awaI dan pengataman industri masing-masing
konsuttan dan dengan pemahaman atas [aporan keuangan konsotidasi,
metakukan asesmen risiko masing-masing asesmen terhadap risiko:
a. Salah saji materiati
b. Satah saji yang dapat ditimbutkan oleh fraud.
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c

Untuk akun-akun neraca, konsuttan wajib memperkirakan risiko satah sajiatas
asersi a ku ntansi terkait:
a. Existence, d. Completeness,'
b. Rlghts and obligation; e. Presentatlon and disclosure.
c. Valuation;

Untuk akun-akun laba/rugi, konsultan wajib memperkirakan risiko satah saji
atas asersi aku ntansi terkait:
a. Occurance; c. Completeness,
b. Measurement, d. Presentatlon and disclosure

3. Berdasarkan asesmen risiko masing-masing akun dan asersi penetapan risiko
masing-masing akun, metakukan perkiraan awal usulan prosedur diagnostik
yang akan dijatankan oteh konsuttan untuk menilai efektifitas ICoFR terkait
proses pengendatian utama pada tingkatan:
a. Entity Level Control; c. lT General Control.
b. Process Level Control;

4. Melakukan pembahasan atas rencana prosedur diagnostik yang diusuLkan
datam proses diagnostik ICoFR dengan Komite Audit, SAI dan Direktur
Keuangan untuk mendapatkan masukan terkait proses imptementasi
prosedur diagnostik tebih tanjut dan untuk memahami efektifitas proses
pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi efektifitas proses
pengendatian tainnya.

Tahap lll terkait Petaksanaan Prosedur Diagnostik lCoFR. Rincian prosedur yang
d itaku kan adatah sebagai berikut:

1. lmptementasi prosedur pengujian untuk menentukan efektifitas imptementasi
ICoFR terutama terhadap prosedur pengendatian yang sudah diidentifikasi
pada Tahap ll untuk menitai efektifitas prosedur pengendatian:

a) Entity Level Control:

b) Process Level ControL:

c) lT General Control.

2. Disamping prosedur di atas, konsuttan juga wajib melakukan evatuasi
prosedur dasar atas pengendalian yang dapat mencegah risiko fraud
termasuk:
a. Proses pengendalian atas transaksi-transaksi signifikan yang berada di

luar normal siktus bisnis BUMN;
b. Pengendatian atas proses pembukuan jurnaL dan penyesuaian yang

ditakukan pada akhir masa petaporan;
c. Pengendalian atas transaksi dengan pihak terkait;
d. Pengendalian atas estimasi signifikan yang digunakan oleh manajemen

dalam menyusun laporan keua ngan;
e. Pengendatian yang memitigasi insentif atau tekanan bagi manajemen

yang dapat meningkatkan risiko satah saji;
f. Proses pengendatian untuk memitigasi satah saji yang disebabkan oteh

struktu r korporasi yang kompteks;
g. Kecukupan kebijakan dan efektifitas prosedur whistleblowing system;
h. Kecukupan kebrjakan dan efektifitas prosedur identifikasi conflict of

i nterest.

Tahap lVterkait Penyusunan Road MapPerbaikan GapDiagnostik. Rincran prosedur
yang ditakukan adatah sebagai berikut:
1. Berdasarkan temuan pada Tahap l, ll dan lll, metakukan rekapitutasi hasil

temuan baik berupa:
a. Kelemahan proses pengendatian yang sudah ada;
b. Tidak adanya proses pengendaLian penting pada suatu perusahaan.

d
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2. Atas hasit rekap temuan, memberikan rekomendasi yang berisi antara [ain:
a. Deskripsi terkait rekomendasi;
b. Pihak yang harus menjatankan rekomendasi datam perusahaan sesuai

dengan peranan datam tini l, ll dan lll;
c. Estimasijangkawaktu imptementasi rekomendasi.

3. Bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi menyusun Road Map untuk
lmplementasi Rekomendasi Diagnostik ICoFR sebagaimana dipaparkan
datam poin a dan b di atas.

(2) Tenaga Ahti yang ditugaskan.
a. Sdr. Heliantono, setaku Engagement Partner:
b. Sdr. Ade lkhwan, setaku Engagement Quality,
c. I Nyoman Sumariata, Senior Manager,
d. Vanda Mentari, Senior Manager
e. Rianita Soetaiman, setaku Manager Pendukung;
f. lndra Purwanto, selaku Manager Pendukung;
g Diah Fitri Setiasih, setaku Manager Pendukung;
h. Randy Rizky, setaku Senior Officer
i. Surya Lesmana, selaku Senior Officeri;
j. Gautama Wibowo, setaku Senior Officec
k. Dewi Metinda, selaku Anggota Tim;
t. Hertinawati, selaku Anggota Tim;
m. M. Ati Hanafiah, selaku Anggota Tim;
n. Naro Finaro, setaku Anggota Tim;
o. Rini Susiani, setaku Anggota Tim.

(3) Keluaran (output)

L. Tahap I (Memahami Struktur Korporasi BUMN), dengan output berupa:
a. Dokumentasistrukturkorporasi;
b. Asesmen risiko satah saji akibat struktur korporasi;
c. Usutan prosedur diagnostik tata kelota atas proses tata kelola terintegrasi.

2. Tahap ll (Memahami Laporan Keuangan BUMN), dengan output berupa:
a. Dokumentasiakun dan proses signifikan, beserta dokumentasi risiko asesmen

pada masing-masing akun;
b. Prosedur untuk metakukan diagnostik efektifitas lCoFR.

3. Tahap lll (Menjatankan Prosedur Diagnostik ICoFR), dengan output berupa:
a. lmptementasi prosedur diagnostik ICoFR;
b. Hasitdiagnostik efektifitasi ICoFR untuk masing-masing BUMN.

4. Tahap lV (Penyusunan road map perbaikan gap diagnostik), dengan output berupa:
a. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasitTahap lll;
b. Membuat Road Map lmptementasi Perbaikan ICoFR yang disusun bersama

dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Output tahap I sampai dengan tahap lV masing-masing dikirimkan softcopy pdf

metatui e-mail;
6. Laporan Akuntan lndependen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (Agreed

Upon Procedures) Diagnostik ICoFR PT ASABRI (Persero) hardcopy sebanyak
6 eksemplar diserahterimakan dan softcopy pdf metatui e-mai[;

7. Fite softcopy disampaikan metatui e-mail ke Atamat:
a. mochamad.sabi[iraasabri co id; d. gustami.wibowo@asabri.co.id;
b. rini.nurzianahGasabtleo,id; e. harimurtiGasabri.co.id;
c. dwr.soetistijantooasa bri.co.id; f . bidang.pengadaan(aasabri.co.id

(tembusan)
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Pasal 3
Nitai Perjanjian dan Cara Pembayaran

(1) Totat Nitai Perjanjian termasuk (termasuk pajak sesuai ketentuan bertaku : PPN dan PPh)
sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pemenang Seteksi Umum Pekerjaan Jasa
Konsultan lnternal Control over Financiat Reporting (lCoFR) Nomor
PENG-B/SDMllV12024 tanggal 16 Aprit 2024 sebesar RpB66.I77.4OO,- (detapan ratus
enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan termasuk
OPE (Out Pocket Expenses), dengan detait biaya sebagai berikut:

Uraian Qty

Harga Satuan
Per Minggu/

Unit/Eks/
Paket
(RP)

T t i Struktur
Engagment Partner
(Partner) l Orang 2 Minggu 28.000.000 6.829.000 13.658.000

Engagment Quality
(Partner) l Orang 2 Minggu 25.600.000 12.488.000

Ahti Utama
(Senlor Manaqer)

2 Orang 2 Minggu 18.000.000 4.390.000 17.560.000

Ahli Madya
(Manager Pendukunq) 3 Orang 2 Minggu r.1.250.000 2.744.000 16.464.000

Ahti Muda
(Senior Officer) 3 Orang 2 Minggu 7.500.000 1.829.000 10.974.000

Ahti Pratama
(Junior Officel 5 Orang 2 Minggu 2.2s0.000 549.000 s.490.000

Sub Totat Ta 76.634.000
2 Keuan

Engagment Partner
(Partner) l Orang 2 Minggu 28.000.000 13.658.000

Engagment Quality
(Partner) l Orang 2 Minggu 2s.600.000 6.244.000 12.488.000

Ahti Utama
(Senior Manaqer)

2 Orang 2 Minggu 18.000.000 4.390.000 17.560.000

Ahti Madya
(Manager Pendukunq) 3 Orang 2 Minggu 11.250.000 2.744.000 1,6.464.000

Ahti Muda
(Senior Officer)

3 Orang 2 Minggu 7.s00.000 1.829.000 10.974.000

Ahti Pratama
lJunior Officer) 5 Orang 2 Minggu 2.250.000 549.000 5.490.000

Sub Totat Tahap 2 76.634.000
Tahap 3 Menjatankan Prosedur Diaqnostik ICOFR
Engagment Partner
Partner) l Orang 9 Minggu 28.000.000 6.829.000 61.461.000

Engagment Quality
(Partner) L Orang 9 Minggu 2s.600.000 6.244.000 s6.196.000

Ahti Utama
(Senior Manager)

2 Orang 9 Minggu 18.000.000 4.390.000 79.020.000

Ahti Madya
(Manaqer Pendukunq) 3 Orang 9 Minggu 11.250.000 2.744.000 74.088.000

Ahti Muda
(Senior Officer) 3 Orang 9 Minggu 7.500.000 1.829.000 49.383.000

Ahli Pratama
(Junior Officel 5 Orang 9 Minggu 2.250.000 549.000 24.705.000

Sub Totat Tahap 3 344.853.000

Waktu
Kerja

Harga
Satuan per

Bulan
(RP)

Jumlah
(RP)

6.244.000

6.829.000



7

Waktu
Kerja

Harga
Satuan per

Bulan
(RP)

Per Mi
Uraian Qty Unit/Eks/

Paket
(

4M kan si dan Road Perba
Engagment Partner
(Partner) 1- Orang 7 Minggu 28.000.000 6.829.000 47.803.000

Engagment Quality
(Partner) l Orang 7 Minggu 25.600.000 6.244.000 43.708.000

Ahti Utama
(Senior Manaqer) 2 Orang 7 Minggu 18.000.000 4.390.000 61.460.000

Ahti Madya
(Manager Pendukunq) 3 Orang 7 Minggu 11.250.000 2.744.000 57.624.000

Ahti Muda
(Senior Officer) 3 Orang 7 Minggu 7.500.000 1.829.000 38.409.000

Ahti Pratama
(Junior Officer) 5 Orang 7 Minggu 2.250.000 s49.000 19.215.000

Sub Totat Tahap 4 268.219.000
Sub Totat Biaya Personil 766.340.000

B Non
La nHa 6 Eks 500.000 3.000.000
External Hardisk L Unit 1.000.000 1.000.000
Out Pocket Expense 1 Paket 10.000.000 10.000.000

Sub Total B iaya Non Personil 14.000.000
Totat Biaya Personildan Non Personit 780.340.000

PPN 11% 85.837.400
Total Biaya Keseluruhan termasuk Pajak 866.777.400

(2) Dibayarkan datam 4 (empat) tahap berdasarkan penyetesaian pekerjaan sebagai berikut:
a. Tahap l, sebesar 25% (dua putuh [ima persen) atau sebesar Rp276.544.350,-(dua

ratus enam betas juta [ima ratus empat putuh empat ribu tiga ratus tima putuh
rupiah), setetah output pekerjaan Tahap I dikirimkan softfile pdf metatul e-mail:

b. Tahap ll, sebesar 25% (dua putuh [ima persen) atau sebesar Rp216.544.350,-(dua
ratus enam betas juta [ima ratus empat putuh empat ribu tiga ratus [ima putuh
rupiah), setelah output pekerjaan Tahap ll dikirimkan softfite pdf metatui e-mail;

c. Tahap lll, sebesar 25% (dua putuh [ima persen) atau sebesar Rp2I6.544.350,-(dua
ratus enam betas juta [ima ratus empat putuh empat ribu tiga ratus [ima putuh
rupiah), setelah output pekerjaan Tahap lll dikirimkan softfite pdf metatui e-mail;

d. Tahap lV, sebesar 25% (dua putuh [ima persen) atau sebesar Rp216.544350,-(dua
ratus enam betas juta lima ratus empat putuh empat ribu tiga ratus lima putuh
rupiah), setelah output pekerjaan Tahap lV dikirimkan softfite pdf metatui
e-maitdan Laporan Akuntan lndependen atas Penerapan Prosedur yang
Disepakati (Agreed Upon Procedures) Diagnostik ICoFR PT ASABRI (Persero)
hardcopy sebanyak 6 eksemptar diserahterimakan dan softcopy pdf metatui
e-mail.

(3) Setiap tahap akan dibayarkan pating tambat 14 (empat betas) hari kerja setetah
diterimanya surat tagihan dari KAP Hetiantono dan Rekan secara benar dan ditengkapi
dengan beberapa ketengkapan dokumen penagihan berupa:

a. Keluaran/o utput Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasit pekerjaan yang ditandatangani oteh

Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim Penerima dan PengujiTeknis Hasit
Pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);

c. Fotokopi Kontrak;
d. Kuitansi bermeterai; dan
e. Faktur pajak.

Jumtah
(Rp)
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Pasa[ 4
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu petaksanaan pekerjaan adatah 3 (tiga) butan kelender terhitung sejak
sejak kick off meeting ditaksanakan atau sejak 28 Maret 2024, dengan tirneline pekerjaan
seba ai berikut

(eterangan:

Petaksanaan Progress Pekerjaan
Penyampaian Progres lnterim Ke Konsultan Ke xBUMN

f Penvamoaian Laporan Ke KBL,MN

l2l Jangka waktu Perjanjian tidak dapat diperpanjang, kecuati ada alasan-alasan yang dapat
diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, dan harus
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kesatu.

Pasat 5
Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Kesatu berhak:

a. Menerima Pekerjaan Jasa Konsuttan lnternal Control over Financial Reporting
(lCoFR) dengan ruang tingkup pekerjaan dan tahapan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 2 ayat (1), dengan tenaga ahli yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud datam Pasat 2 ayat (2) dan denganjangka waktu pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 4 ayat (1) ;

b. Menerima ketuaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3)

Perjanjian ini;

c. Metakukan penrtaian terhadap kinerja dan tanggungjawab dari Pihak Kedua;

d. Menunjuk Tim Penerima dan Penguji Teknis hasit pekerjaan Pihak Kedua;

e. Memberikan teguran kepada Pihak Kedua dalam haL Pihak Kedua tatai dalam
melaksanakan isi Perjanjian;

f. Metakukan audit Pekerjaan Jasa Konsultan lnternal Control over Financial
Reporting (lCoFR) yang diberikan oteh Pihak Kedua untuk keperluan investigasijika
dibutuhkan.

Maret Aprit Mei JuniProses Diagnostik
ICOFR w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w5 w1 w2

Tahap l: Memahami
Struktur Korporasi
BUMN

Tahap ll: Memahami
Laporan Keuangan
BUMN
Tahap lll:
Menjatankan
Prosedur Diagnostik
ICOFR

Tahap lV:
Memberikan
Rekomendasi dan
Menyusun Road Map
Pebaikan Gap
Diagnostik

Penyampaian Road
Map lmptementasi
Perbaikan ICOFR
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lA Piha k Kedua berhak:

a. Menerima pembayaran secara tepat jumtah dan tepat waktu sebagaimana diatur
datam Pasal 3 Perjanlian ini;

b. Memperoteh izin atau akses untuk masuk dan ketuar Gedung dan lingkungan Pihak
Kesatu dan/atau informasi yang dibutuhkan terkait petaksanaan pekerjaan Jasa
Konsutta n lnternal Control over FinancialReporting (lCoFR);

c. Menerima data dan/atau informasi yang dibutuhkan datam metaksanakan
pekerjaan dari Piha k Kesatu.

(3) Piha k Kesatu wajib:
a. Melakukan pembayaran secara tepat jumtah dan tepat waktu sebagaimana diatur

pada Pasat 3 Perjanjian ini;
b. Memberikan izin atau akses untuk masuk dan ketuar Gedung dan tingkungan Pihak

Kesatu dan/atau rnformasi yang dibutuhkan terkait petaksanaan Pekerjaan Jasa
Konsuttan lnternal Control over Financial Reportlng (lCoFR);

c. Meng informasika n data dan/atau informasi yang dibutuhkan Pihak Kedua daLam
melaksanakan pekerjaan.

l4J Pihak Kedua walib:
a. Memberikan Jasa Konsuttan lnternal Control over Financial Reportlng (lCoFR)

dengan ruang lingkup dan ketuaran sebagaimana dimaksud daLam Pasa[ 2
Perja nj ia n ini;

b. Menugaskan tenaga ahti sesuai dengan kuatifikasi datam jumtah cukup sesuai
kebutuhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 ayat (2):

c. Bersedia menerima dan menindaktanjutl teguran dari Pihak Kesatu jika Pihak Kedua
latai datam metaksanakan isi kontrak.

Kerugian yang timbut sebagai akibat dari kecetakaan dan/atau petaksanaan pekerjaan akan
drsetesaika n sebaga i berikut:
a. Kerugian yang timbut akibat kesa Lahan/kelata ia n Pihak Kesatu, akan menjadi tanggung

jawab Piha k Kesatu;

b. Kerugian yang timbut akibat kesala han/ketataia n Pihak Kedua menjadi tanggung jawab
Piha k Keduaj

c. Kerugian yang timbut akibat kesa laha n/ketataia n Para Pihak menjadi tanggung jawab
bersama secara proporsional yang akan ditetapkan metatui musyawarah untuk mufakat.

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segata data dan informasi, baik yang tertutts maupun
yang tidak tertutis dan informasi- informasi [ain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan
petayanan yang diketahui atau timbut berdasarkan dan/atau datam petaksanaan
Perlanlian ini, adatah bersifat rahasia.

(2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak
membocorkan, memberitahukan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri
maupun pihak ketiga segata bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen
dan pengetahuan datam bentuk apapun yang diperoteh berdasarkan dan/atau yang
berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertutis dari masing-masing Pihak.

(3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya bertaku terbatas bagi Pihak yang tertibat
datam petaksanaan Perjanjian ini dan aparat hukum yang berwenang, datam rangka
proses peraditan atau proses hukum [ainnya, yang menurut peraturan perundang-
undangan yang bertaku diwajibkan untuk memberikan keterangan terkait Perjanjian ini.

Pasal 6
Pertanggungjawaban Kerugian

Pasal 7
Kerahasiaan lnformasi
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(4) Apabita Perjanjian ini berakhir. kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasian akan
tetap bertaku wataupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
Wanprestasi dan Denda Keterlambatan

Dalam hat Pihak Kedua melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga mengakibatkan
pekerjaan tidak dapat disetesaikan atau disetesaikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan
datam Perjanjian sehingga menimbutkan kerugian terhadap Pihak Kesatu, maka:
a. Pihak Kedua wajib membayar denda atas ketertambatan penyerahan pekerjaan sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari nitai per.janjian atau bagian nrtai perjanjian sesuai
tahap/periode penagihan untuk setiap hari ketertambatan dengan jumtah maksimal
sebesar 5% (tima persen) dari nitai pekerjaan atau pating Lama 50 (tima putuh) hari
ka [ender.

b. Datam hat Pihak Kedua metebihi maksimum ketertambatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan/atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Pihak Kedua tetap
diwajibkan membayar denda atas ketertambatan, dan Pihak Kesatu berhak untuk
memasukkan Pihak Kedua datam daftar hitam (blackllst) selama 2 (dua) tahun dan/atau
mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pihak Kedua.

Pasat 9
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

(1) Pihak Kesatu mempunyai hak untuk membatatka n/mem utuskan Perjanjian datam hat:

a. Pihak Kedua tertambat melaksanakan pekerjaan metebihi 30 (tiga putuh) hari
katender terhitung sejak tanggat ditandatanganinya Perjanjian;

b. Pihak Kedua wanprestasi (cidera janji) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak
memperbaiki ketataiannya datam jangka waktu yang tetah ditetapkan;

c. Pihak Kedua menyerahkan atau metimpahkan seturuhnya tugas pekerjaan tersebut
kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kesatu;

d. Terdapat rekomendasi hasiI evaluasi berkata yang dapat metibatkan Kementerian
(euangan, Kementerian BUMN, dan/atau instansi yang berwenang atas
pelaksa naa n Perjanjian ini;

e. Terdapat pengaduan atas penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi, dan/atau
nepotisme (KKN), kecurangan (fraudt, pematsuan, dan/atau petanggaran datam
petaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang dinyatakan terbukti oteh instansi
yang berwenang.

@ Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PasaI ini adatah 30 (tiga putuh)
hari katender terhitung sejak saat pemberitahuan secara tertulis diterima oteh Pihak
Kedua.

(3) Setiap pengakhira n/pem bata Ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PasaL ini tidak
menghitangkan dan atau menghapuskan terhadap hak dan kewajiban yang belum
disetesaikan diantara para pihak datam Perjanjian ini sampai dengan disetesaikannya hak
dan kewajiban masing-masing pihak tersebut.

\4) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan bertakunya ketentuan datam Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya
putusan pengaditan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
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Pasat 10
lnteg ritas

Dalam rangka petaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:
a. Berjanji untuk metaksanakan Perjanjian ini secara profesionaI dan tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku di Negara Repubtik lndonesia.
b. Tidak akan memberikan atau ber]anjr memberikan kepada atau menerima dari pihak

manapun sesuatu apapun yang dapat diketegorikan sebagai gratifikasi yang dianggap
suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku di Negara Repubtik
lndonesia

c. Ber.ianji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakiti atau yang berada
datam kontroI masing-masing Pihak, antara tain direksi, karyawan, atau pihak terkait
lainnya untuk mematuhi dan menjatankan ketentuan pasal ini.

Pasat 11
Keadaan Memaksa (Force Majeurel

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa l"Force Majeure") adatah keadaan atau
peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang
mengakibatkan terhambatnya petaksanaan kewajiban satah satu atau Para Pihak sesuai
dengan ketentuan Perjanjian ini, yaitu:
a. Bencana atam, antara tain berupa gempa bumi, tsunami, gunung metetus, banjir,

kekeringan, angin topan, dan tanah tongsor;
b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase,

embargo, petedakan;

c. Atasan force majeure diperkenankan apabila dapat dibuktikan dengan pernyataan
dari rnstansi yang berwenang dalam bentuk dokumen tertutis berupa Surat Edaran,
Press Release ataupun be rita.

12) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hat yang merugikan yang disebabkan oteh
perbuatan atau ketaLaian Para Pihak.

(3) Dalam hat terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuJU bahwa pihak yang tidak terkena
Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang
terke na Keadaan Memaksa.

14) Tindakan yang diambi{ untuk mengatasi terjadinya Keadaan Memaksa dan yang
menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan memaksa ditentukan berdasar
kesepa katan dari Para Pihak.

(5) Apabita terjadi Keadaan Memaksa, maka pihak yang mengalami harus segera
membentahukan kepada Pihak [ainnya datam Perjanjian ini secara tertutis pating tama
datam waktu 14 (empat betas) hari kaLender setetah terjadinya Keadaan Memaksa.

(6) segata bentuk kewajiban dari Pihak yang mengatami kejadian Keadaan Memaksa. yang
betum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat
11) di atas, akan tetap ditaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari pihak yang
mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan disetesaikannya kewajiban tersebut.

l7l Dalam hal keadaan telah kembati normal dan kegiatan dapat ditanjutkan, maka pihak
yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertutis kepada pihak
[a innya, dengan ketentua n:

a. Jangka waktu petaksanaan yang ditetapkan datam perjanjian tetap mengtkat;
b. Apabita harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu setama

tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
c. Apabita sebagai akibat dari Keadaan Memaksa pihak (edua tidak dapat

metaksanakan sebagian besar peker.laan setama jangka waktu 30 (tiga putuh) hari
katender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Perlanjian dengan pemberitahuan
tertutis 30 (tiga putuh) hari kerja sebetumnya.
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Pasat 12
Pitihan Hukum Dan penyetesaian perselisihan

(1) SeLuruh ketentuan datam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk
berdasarkan hukum di Negara Repubtik lndonesia.

12) Datam hal terjadi persetisihan paham yang timbutakibat dari petaksanaan Perjanjian ini,
akan disetesaikan secara musyawarah antara para pihak untuk mencapai mufakat.

(3) Apabita tidak tercapai kemufakatan datam persetisihan tersebut, Para Pihak sepakat untuk
menempuh penyetesaian metatui.laLur hukum di pengadilan Negeri Jakarta Timur.

(4) Proses penyelesaian sebagaimana pada ayat (3), tidak dapat dijadikan atasan oteh pihak
Kedua untuk menunda petaksanaan pekerjaan sesuaijadwal yang tetah ditetapkan.

Pasat 13
Adendum

(1)

(2)

(3)

g)

(1)

(2)

(3)

(4)

Hat-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian
atas dasar permufakatan Para Pihak, yang akan dituangkan daLam perjanjian tambahan
(adendum) dan/atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisa hkan dari Perlanjian ini.
Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabita ada perintah tertutis dari pihak
Kesatu kepada Pihak Kedua dan penentuan harga kegratan tambah atau kurang tersebut
akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang bertaku.
Kegiatan tambah tidak dapat dipakai atasan untuk menambah waktu penyetesaian
kegiatan, kecuati atas persetujuan secara tertulis dari pihak Kesatu.
(egiatan tambah atau kurang, perpanjangan waktu petaksanaan kegiatan, ataupun
perubahan- perubahan tainnya harus diikuti pembuatan Adendum.

Pasat 14
Lain -Lain

Para Pihak menyatakan memitiki kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini dan
Perjanjian ini mengikat Para Pihak atau wakit-wakit mereka yang sah, para pengganti atau
Pihak yang menerlma hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, karena sebab apapun
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berLaku.
Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang tetah disetujui oteh para
Pihak, dan Para Pihak tidak diperbotehkan untuk mengikatkan drri atau bertanggung
jawab atas pernyataan, janji. atau persetujuan yang tidak tercantum datam perjanjiin ini.
Jika salah satu atau beberapa ketentuan datam per.lanjian rni berdasarkan hukum yang
bertaku menjadi tidak sah, tidak bertaku, atau tidak dapat ditasanakan maka ketentuan-
ketentuan tain tetap bertaku secara penuh.
segata bentuk hak dan kewajiban yang timbuL atas hubungan ketenagakerjaan antara
Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personit dan/atau tenaga kerja atas petaksanaan
sebagian ataupun keseluruhan dari Perjanjian, merupakan tanggungjawab dan kewajiban
dari Pihak Kedua, dan oteh karenanya Pihak Kesatu baik sekarang ataupun dikemudian
hari tidak akan memitiki kewajiban dan tanggung jawab datam bentuk apapun, atas hal-
hat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara pihak Kedua dengan karyawan, staf,
personiL dan/atau tenaga kerja tersebut.
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Pasat 15
Pemberitahuan Dan Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus
dibuat secara tertutis datam Bahasa lndonesia, dan dianggap tetah diberitahukan jika tetah
disampaikan secara langsung kepada wakit sah Para Pihak datam perjanjian ini, atau jika
disampaikan metatui surat tercatal, e-mail, dan/atau faksimiti yang ditujukan ke atamat
yang tercantum datam Perjanjian ini.

(2) Setiap pemberitahuan, [aporan, surat menyurat atau komunlkasi tainnya dari dan untuk
Para Pihak ditujukan ke alamat:
Pihak Kesatu : PT ASABRI (persero)

Bapak M. ldham sabiti, setaku Kepata Divisi Menrisk dan Ketua Tim
PPT
Tetepon : 021-8094140 ext 515
E- mail : mochamad.sabili@asabri.co.id;

bidang pengadaanraasa bri.co.id
Pihak Kedua : KAP Heliantono dan Rekan

lbu Novianti, setaku Business Devetopment Manager
Tetepon : 0856-B6Zj,-092
E- mail : novi@hetiantonorekan.com

(3) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertutis kepada Pihak tainnya apabita terjadi
perubahan atamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setambat-tambatnya 5 (tima) [-rari
kerja, setetah ter.ladi perubahan atamat.

(4) Segata akibat ketertambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi tanggung jawab Pihak yang metakukan perubahan tersebut.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tetah diterima oteh Para Pihak setetah Perjanjian
ini ditandatangani.

Pihak Kesatu Pihak Kedua

Sri Ainin Muktirizka
Direktur SDM dan Hukum

Hetia
Pim nan


